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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31i ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2OI8;
1. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan tsebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik" Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOQ ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9) ;

Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 20II tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5%a) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor i09 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor I7I, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor a5751 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6OaI);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6|a) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OI0 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO
Nomor II9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2072 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor B Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5B6a);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201,6 Nomor I74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5BB7)

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2OO7 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I
Tahun 2OII;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
se rta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84lPMK|07 l2OO8
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20 IPMK.OT I 2OO9;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201I
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OI3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2OI7
tentang Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI8;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2005 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2OIO tentang Retribusi Peiayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010
Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7
Tahun 2OI0 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2O7O Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2OII tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 20 11 Nomor 1 Seri B) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2072
Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri
C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14
Tahun 2OI2 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI2 Nomor 3 Seri
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C),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor I Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15

Tahun 2OI2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI2
Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2016 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13

Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OI3 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2I
Tahun 2OI3 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 20 13 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol4
Nomor B) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9

Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2

Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Ralryat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
Nomor B;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI7
Nomor 5);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan

WAKIL BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TtrNTANG ANGGARAN PtrNDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah..,.. Rp. 1 .724.975.522.500,00
2. Belanja Daerah .. Rp. 1,907.989.956.731,00

(Defisit) = ...... (Rp 183.014.434.231,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 198.014.434.231,00
b. Pengeluaran ........ Rp. (15.000.000.000,00)

Pembiayaan Netto. .. Rp. 183.014,434.231,OO
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran tahun
Berkenaan: Rp. 0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri

atas :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 163.640.II8.924,OO
b. Dana Perimbangan sejumlah . Rp. 1 .227 .591.312.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang

sah sejumlah .. Rp. 333.744.09I.576,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas.jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 29.558.477.580,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.301.851.578,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -

Dipisahkan sejurnlah ,. Rp. L847.294.966,OO
c, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. I17.932.494,800,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 88.70 L.I52.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.849.764.469.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 289 .125.691.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
a, Pendapatan Hibah sejumlah Rp 57.862,940.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

sejumlah Rp. 62.486.7 66.576,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah RP. 191.686.185.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

sejumlah RP. 2L708.200"000,00



Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1 .122.876.309.019,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 785.1 L3,647.7I2,0O

(2) Beianja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah ., Rp. 77O.68i.700.382,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 78.216.404.200,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 8.L50.220.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ -

Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 4.928.211.637,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/-

Kab.lKota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 257 .399.772.8OO,OO
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 40.947.168.920,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 362.365.242.323,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 381.80I.236.469,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri

atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 198.014.434.23I,OO
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 15,000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan :

a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -

Anggaran sebelumnya sejumlah . Rp. 177.O14.434.23I,OO
b. Pencairan Dana Cadangan.,... Rp. 21.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan..,.. Rp. 10.000.000.000,00
b. Penyertaan modai investasi Pemerintah Daerah -

sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2.

).).

4.

D,

6.

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Iieterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran V
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Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;



7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
B, Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset retap

Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset

lainnya;
1 1. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD,

(2) I{eadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normai dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran daiam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga.
(4) Dalam ha1 belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara:
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Penjadu'alan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran beryaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4\

huruf a diformulasikan terlebth dahulu dalam DPPA-SKPD.
(7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuaii untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana,

(8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 7
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagai landasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2O17

KASAN,

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 29 Desember 2017 *E^ (:.,
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